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ABSTRACT 

This study analyzed the effect of work attitudes, need for achievement, locus of control, and 

decentralization on managerial performance of local government officers, with the budgetary 

participation as an intervening variable, which was developed from the study of Din (2008). Data 

was obtained from 115 SKPD officials of Banyumas regency using purposive sampling method 

through questionnaires. Data analysis was performed with the Structural Equation Model (SEM). 

The results of this study indicated that there was no significant effect of work attitude on the 

budgetary participation, but it has positive and significant direct impact on managerial 

performance of local government officers. The need for achievement had a positive and significant 

impact on budgetary participation, but it does not directly affect managerial performance of local 

government officers. Locus of control did not have significant influence to the budgetary 

participation and managerial performance of local government officers. Decentralization had 

positive and significant impact on budgetary participation and managerial performance of local 

government officers. Budgetary participation has positive and significant impact on managerial 

performance of local government officers. Budgetary participation was only mediating the effect of 

need for achievement on managerial performance of local government officers. 
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PENDAHULUAN  

Adanya perubahan sistem pemerintahan ber-

dampak pada perubahan pengelolaan keuangan 

daerah. Aspek yang paling umum menjadi sorotan 

bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya 

aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan ang-

garan daerah (APBD) yaitu perubahan dari pengang-

garan tradisional (traditional budget) ke peng-

anggaran berdasarkan kinerja (performance budget) 

(Rahayu dkk., 2007). Dengan adanya perubahan 

paradigma anggaran daerah diharapkan dapat meng-

hasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencer-

minkan kepentingan dan pengharapan masyarakat 

daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan 

daerah secara ekonomis, efisien dan efektif (Din, 

2008). 

Dalam mekanisme penyusunan anggaran, ter-

dapat dua cara, yaitu penganggaran partisipatif 

(bottom-up) yang memberikan kesempatan bagi 

bawahan untuk berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran, dan peganggaran non partisipatif (top-

down) yang tidak melibatkan partisipasi bawahan 

secara signifikan (Alim, 2002). Perbedaan antara 

keduanya terletak pada tingkat keterlibatan bawahan 

dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran 

secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja manajerial dengan dasar pemikiran bahwa 

suatu tujuan jika dirancang secara partisipatif, maka 

bawahan akan memiliki tanggung jawab pribadi 

untuk mencapai tujuan karena mereka ikut teribat 

dalam proses penyusunannya (Milani, 1975). 

Partisipasi akan menimbulkan efek positif secara 

umum, dengan mengacu pada moral, motivasi, 

inisiatif, kinerja, prestasi kerja, kepuasan kerja, serta 
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sikap bawahan terhadap pekerjaan, supervisor, dan 

organisasi itu sendiri (Munandar, 2001). Hal ini 

dapat dimengerti karena anggaran merupakan ren-

cana kegiatan yang mencakup berbagai kegiatan 

operasional yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain di dalam suatu 

organisasi. 

Kaitannya dengan pemerintah daerah, partisi-

pasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi 

dari kebijakan daerah yang penting seperti 

perencanaan dan pengalokasian anggaran (Sumarto, 

2004). Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa proses 

partisipasi dapat menjadi media komunikasi yang 

bisa mengurangi potensi terjadinya konflik dengan 

syarat proses partisipasi dikelola secara hati-hati. 

Sehingga partisipasi penyusunan anggaran dalam 

pembangunan daerah akan dapat menciptakan proses 

pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri. 

Penelitian ini menguji variabel determinan par-

tisipasi penganggaran pada level individu yaitu 

sikap kerja, kebutuhan akan prestasi dan locus of control. 

Sedangkan variabel anteseden pada level organisasi 

yang dipilih adalah desentralisasi. Peneliti atas de-

terminan partisipasi penganggaran ini dilakukan 

karena terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Din (2008) dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2009). 

Selain itu juga karena masih sedikit penelitian 

tentang determinan partisipasi penganggaran di 

sektor publik. Penelitian ini dilakukan pada peme-

rintah daerah Kabupaten Banyumas, dengan 

pertimbangan bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah tahun anggaran 2011-2012 mendapat opini 

wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi penggunaan anggaran 

di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan 

anggaran yang telah ditetapkan, atau dengan kata 

lain, anggaran yang disusun telah mencerminkan 

kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerin-

tah daerah. Kaitannya dengan partisipasi peng-

anggaran, opini wajar tanpa pengecualian salah 

satunya mengindikasian bahwa partisipasi pengang-

garan yang merupakan skala organisasional, telah 

dilakukan secara efektif oleh para pejabat SKPD 

Kabupaten Banyumas, dengan berimplikasi kepada 

kinerja manajerial aparat pemerintah daerah yang 

baik. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS  

Sikap Kerja dan Partisipasi Penganggaran 

Sikap kerja mempunyai hubungan positif dan 

signifikan dengan partisipasi penganggaran (Yuen, 

2007; Din, 2008). Partisipasi penganggaran akan 

lebih efektif ketika karyawan memiliki sikap kerja 

yang positif, sehingga dapat meningkatkan kiner-

janya (Yuen, 2007). Seseorang yang merasa puas 

dengan pekerjaannya akan mengembangkan sikap 

kerja postif yang tercermin dalam bentuk optimisme 

yang tinggi, pantang menyerah, percaya diri, dan 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sehing-

ga karyawan dengan sikap kerja positif akan lebih 

menginginkan untuk ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran. menambahkan bahwa. Hal 

itu dikarenakan partisipasi penganggaran memberi-

kan kesempatan kepada karyawan untuk memper-

oleh informasi yang lebih relevan dan umpan balik 

untuk menyusun tujuan-tujuan anggaran (Yuen, 

dalam Hasanuddin, 2009). Berdasarkan uraian di 

atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Sikap kerja berpengaruh positif terhadap 

partisipasi penganggaran 

Sikap Kerja dan Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Daerah 

Penelitian yang dilakukan Randall (1990) dan 

Mathieu dan Zajac (1990, dalam Yuen, 2007) 

menemukan bahwa pada organisasi yang dinamis 

menunjukkan bahwa sikap positif merupakan 

bagian yang penting dalam mengurangi  turnover 

dan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Milani 

(1975) juga menemukan pengaruh yang positif dan 

signifikan dari partisipasi dalam budget terhadap 

pekerjaan dan perusahaan. Partisipasi penganggaran 

akan lebih efektif ketika karyawan memiliki sikap 

kerja yang positif, sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya (Yuen, 2007). Berdasarkan uraian diatas, 

maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 
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H2: Sikap kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial aparat pemerintah daerah 

Kebutuhan akan Prestasi dan Partisipasi 

Penganggaran 

Yuen (2007) meneliti hubungan antara sikap 

kerja dan kebutuhan akan prestasi sebagai variabel 

anteseden terhadap hubungan antara partisipasi 

penganggaran dengan kinerja manajerial pada tiga 

departemen pelayanan publik di Macau. Hasil pe-

nelitian menunjukkan variabel anteseden sikap kerja 

dan kebutuhan akan prestasi mempunyai hubungan 

positif dan signifikan dengan partisipasi pengang-

garan, dan terdapat hubungan yang tidak langsung 

antara variabel anteseden terhadap kinerja mana-

jerial melalui partisipasi anggaran. Din (2008) juga 

meneliti hubungan anteseden dan konsekuensi par-

tisipasi anggaran pada aparat pemerintah daerah 

Kota Palu. Hasilnya menunjukkan bahwa anteseden 

partisipasi anggaran berupa desentralisasi, sikap 

kerja dan kebutuhan akan prestasi berpengaruh sig-

nifikan terhadap partisipasi anggaran dan partisipasi 

anggaran berpengaruh secara positif signifikan ter-

hadap kinerja manajerial. 

Locke (1991) menyatakan bahwa keinginan ber-

prestasi akan menaikkan motivasi dan mencapai 

kinerja yang baik. Lebih lanjut Ravlin dan Meglino 

(1987) menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi 

memiliki peran penting dalam memotivasi kar-

yawan selama berpartisipasi dalam penyusunan ang-

garan, karena dia akan memperoleh informasi yang 

relevan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kebutuhan akan prestasi berpengaruh 

positif terhadap partisipasi penganggaran. 

Kebutuhan akan Prestasi dan Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Daerah 

Penelitian Alam dan Mia (2006 menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara kebutuhan 

akan prestasi dengan kinerja manajerial yang 

dimediasi oleh partisipasi penganggaran, namun 

tidak menemukan hubungan langsung antara ke-

butuhan akan prestasi dengan kinerja manajerial. 

Hasil penelitian Yuen (2007) juga menunjukkan 

bahwa variabel anteseden yang berupa sikap kerja 

dan kebutuhan akan prestasi memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan partisipasi 

penganggaran. Selain itu juga terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara kebutuhan akan 

prestasi dengan kinerja manajerial. Sementara 

penelitian Din (2008) menunjukkan bahwa 

anteseden partisipasi anggaran berupa desentra-

lisasi, sikap kerja dan kebutuhan akan prestasi ber-

pengaruh signfikan terhadap partisipasi anggaran 

dan partisipasi anggaran berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap kinerja manajerial, namun tidak 

menunjukkan hubungan langsung yang signifikan 

antara variabel anteseden dengan kinerja manajerial. 

Locke (1991) menyatakan bahwa keinginan 

berprestasi akan menaikkan motivasi dan mencapai 

kinerja yang baik. Lebih lanjut Ravlin dan Meglino 

(1987) menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi 

memiliki peran penting dalam memotivasi karya-

wan selama berpartisipasi dalam penyusunan ang-

garan, karena dia akan memperoleh informasi yang 

relevan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

Oleh karenanya diharapkan dengan tingkat ke-

butuhan akan prestasi yang tinggi aparat pemerintah 

daerah akan meningkatkan kinerja manajerialnya. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat 

ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4: Kebutuhan akan prestasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah 

Locus of Control dan Partisipasi Penganggaran 

Locus of control adalah perilaku yang dapat 

menjelaskan apakah seseorang merasakan bahwa 

hasil kerjanya dikendalikan secara internal atau 

eksternal (Rotter, 1966). Locus of control dibagi 

menjadi dua dimensi, yaitu internal locus of control 

dan external locus of control. Individu yang 

memiliki internal locus of control meyakini bahwa 

peristiwa-peristiwa atau segala sesuatu yang terjadi 

pada dirinya berada dibawah kendalinya. Seseorang 

dengan  internal  locus of control memiliki keya-

kinan yang lebih kuat bahwa dia mampu mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapinya. Selain itu juga 

akan menjadi lebih aktif dan dengan kemam-

puannya sendiri dapat membuat keputusan dan 
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bertanggung jawab atas keputusannya itu. Sedang-

kan individu yang memiliki external locus of control 

meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi 

padanya dikendalikan oleh kekuatan yang ada di 

luar dirinya. Mereka akan cenderung kurang tekun 

dalam berusaha untuk mencapai tujuannya dan 

menyandarkan hidupnya secara berlebihan pada ke-

kuatan yang ada di luar dirinya. Berdasarkan alasan 

tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Locus of control berpengaruh positif 

terhadap partisipasi anggaran 

Locus of Control dan Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Daerah 

Brownell (1982) menemukan bahwa terdapat 

variabel personal yaitu internal-external locus of 

control yang mempengaruhi hubungan antara par-

tisipasi anggaran dan kinerja. Penelitian Brownell ini 

selanjutnya diuji ulang oleh Frucot dan Shearon 

(1991) dengan kesimpulan bahwa pengaruh locus of 

control secara signifikan lebih besar terhadap 

kinerja manajer level atas dibandingkan dengan 

pengaruhnya terhadap kinerja manajer pada level 

yang lebih rendah, namun locus of control tidak 

mempengaruhi partisipasi penganggaran. Penelitian 

lain oleh Hasanuddin (2009) menunjukkan bahwa 

locus of control mempunyai pengaruh yang signi-

fikan terhadap partisipasi penganggaran dan kinerja 

manajerial. Berdasarkan alasan tersebut dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6: Locus of control berpengaruh positif ter-

hadap kinerja manajerial 

Desentralisasi dan Partisipasi Penganggaran 

Desentralisasi pada dasarnya adalah seberapa 

jauh manajer yang lebih tinggi mengijinkan manajer 

dibawahnya untuk mengambil keputusan secara 

independen (Rotter, 1966). Sedangkan Galbraith 

(1973) mengemukakan struktur desentralisasi diper-

lukan pada kondisi administratif, tugas dan tang-

gung jawab yang semakin kompleks, yang selan-

jutnya memerlukan pendistribusian otoritas pada 

manajemen yang lebih rendah. Subramaniam, et.al. 

(2002) menambahkan bahwa semakin tinggi tingkat 

desentralisasi, semakin besar pertimbangan manajer 

dalam pembuatan keputusan dan akhirnya akan 

meningkatkan tanggung jawab secara keseluruhan. 

Hales dan Tamangani (1996, dalam Subramaniam 

et.al., 2002) juga menyatakan bahwa dengan 

meningkatkan otonomi dan rasa tanggung jawab 

para manajer dalam struktur terdesentralisasi akan 

lebih menyukai partisipasi dalam penyusunan 

anggaran karena partisipasi yang tinggi dalam 

penyusunan anggaran akan dapat mengontrol dalam 

menentukan target yang ingin dicapai dan akhirnya 

mereka dapat bertanggung jawab untuk mencapai-

nya. Berdasarkan alasan tersebut, maka dirumuskan 

hipotesis ketujuh sebagai berikut:  

H7: Desentralisasi berpengaruh positif ter-

hadap partisipasi penganggaran 

Desentralisasi dan Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Daerah 

Penelitian Gul et.al. (1985) menemukan bahwa 

partisipasi dalam penyusunan anggaran akan ber-

pengaruh positif terhadap kinerja manajerial dalam 

organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat 

desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam 

organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat 

sentralisasi. Namun Riyanto (1999) menemukan se-

baliknya bahwa desentralisasi tidak dapat mempe-

ngaruhi hubungan atara partisipasi penyusunan ang-

garan dengan kinerja manajerial. Williamson (1970), 

Davis dan Newstorm (1975), Davis dan Newstorm 

Chenhall (1988), Mukhi, et.al., (1988) menduga de-

sentralisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

(dalam Miah dan Mia, 1996). Sistem manajemen 

yang terdesentralisasi akan mendukung peningkatan 

kinerja, hal ini dikarenakan desentralisasi yang berupa 

pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan 

dapat menjaring partisipasi dari seluruh unit kerja 

yang ada. Partisipasi tersebut sangat dibutuhkan 

dalam rangka menghasilkan sasaran yang tepat, 

jelas, terukur, dan spesifik sesuai dengan tujuan or-

ganisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran yang tepat 

diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja. Ber-

dasarkan alasan tersebut maka dirumusan hipotesis sbb: 

H8: Desentralisasi berpengaruh positif ter-

hadap kinerja manajerial 

Partisipasi Penganggaran dan Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Daerah 

Pada umumnya partisipasi penganggaran me-

rupakan pendekatan manajerial yang dinilai dapat 
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meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi 

(Brownell, 1982). Partisipasi penganggaran 

diharapkan meningkatkan kinerja manajerial, yaitu 

ketika tujuan telah dirancang dan disetujui secara 

partisipatif, maka karyawan akan menginternalisasi 

tujuan tersebut dan memiliki tanggung jawab secara 

personal untuk mencapainya karena mereka ikut 

terlibat dalam proses penganggaran (Milani, 1975). 

Berdasarkan alasan tersebut maka dirumuskan 

hipotesis sbb:  

H9:  Partisipasi dalam penyusunan anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan ter-

hadap kinerja manajerial 

Fungsi Mediasi dari Partisipasi Penganggaran  

Penelitian ini menguji empat variabel anteseden 

partisipasi anggaran, yaitu sikap kerja, kebutuhan 

akan prestasi, locus of control dan desentralisasi. 

Riyanto (1999) menyatakan bahwa sikap akan mem-

pengaruhi aparat pemerintah daerah dalam meng-

interpretasi kebijakan, aturan, dan gaya manajerial 

dalam pelaksanaan anggaran. Brownell dan 

McInnes (1986), menemukan bahwa para manajer 

membutuhkan motivasi untuk bekerja lebih baik 

dalam kegiatan penganggaran, dan para manajer 

yang mempunyai kebutuhan akan prestasi yang 

baik dan motivasi diri tertentu akan lebih aktif 

berpartisipasi dibandingkan mereka yang kurang 

memiliki kebutuhan akan prestasi. Brownell (1982), 

mengatakan bahwa dua variabel level individu 

(sikap dan kebutuhan akan prestasi) menunjukkan 

permainan peran yang secara signifikan mempe-

ngaruhi partisipasi karyawan dalam kegiatan peng-

anggaran, karena hal tersebut merupakan sebuah 

sumber informasi yang sangat penting. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka penelitian ini juga menguji 

kembali pengaruh pengaruh sikap kerja, kebutuhan 

akan prestasi, locus of control dan desentralisasi ter-

hadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah 

dimediasi oleh partisipasi penganggaran, sehingga 

hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah: 

H10a: Sikap kerja berpengaruh positif dan signi-

fikan terhadap kinerja manajerial jika 

dimediasi oleh partisipasi penganggaran 

H10b: Kebutuhan akan prestasi berpengaruh po-

sitif dan signifikan terhadap kinerja mana-

jerial jika dimediasi oleh partisipasi peng-

anggaran 

H10c: Locus of control berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial jika 

dimediasi oleh partisipasi penganggaran 

H10d: Desentralisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial jika 

dimediasi oleh partisipasi penganggaran 

METODA PENELITIAN  

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan 

Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

aparat pengawai negeri sipil di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja pada 

pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengambilan 

sampel yang dilakukan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu hanya elemen yang me-

menuhi kriteria saja yang diambil untuk menjadi 

sampel penelitian.  

Definisi Operasional 

Sikap Kerja. Sikap kerja merupakan perasaan 

dan kecenderungan seseorang merespon secara 

positif atau negatif atas pekerjaannya yang kon-

sekuensinya akan berdampak pada pekerjaan dan 

organisasi (Robbins, 2006). Instrumen yang diguna-

kan untuk mengukur variabel ini menggunakan 12 

item pertanyaan yang telah digunakan oleh 

Munawar (2006) dengan tujuh poin skala peng-

ukuran yang dimulai dari 1 (sangat tidak puas) 

sampai dengan 7 (sangat puas). 

Kebutuhan Akan Prestasi. Kebutuhan akan 

prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi berdasarkan seperangkat standar dan 

berusaha keras supaya sukses, individu yang me-

miliki keperibadian pekerja keras untuk mencapai 

tujuan didalam lingkungan sosialnya (McClelland, 

dalam Robbins, 2006; Cassidy dan Lynn, 1989, 

dalam Yuen, 2007). Pengukuran variabel ini meng-

gunakan 6 item pertanyaan yang dikembangkan 

oleh Steers dan Braunstein (1976); Subramaniam, 

et,al. (2002); Alam dan Mia (2006); Yuen (2007). 

Para responden diminta untuk menjawab tingkat 

responnya pada 7 poin skala Likert yang berkisar 

antara 1 (menunjukkan kebutuhan akan prestasi yang 
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rendah) sampai dengan 7 (menunjukkan kebutuhan 

akan prestasi yang tinggi). 

Locus of Control. Locus of control didefinisi-

kan sebagai suatu karakter yang mencerminkan 

tingkatan dimana seseorang umumnya merasakan 

peristiwa yang terjadi dibawah kesadaran pengen-

daliannya (internal locus of control) atau dibawah 

kendali hal lain yang bersifat lebih kuat. Individu 

internal lebih memilih dan bekerja lebih baik di 

bawah kondisi “self control”, sementara  individu  

eksternal  bekerja  lebih  baik  dibawah  kontrol 

eksternal (Rotter, 1966, dalam Mumpuni, 2005). 

Instrumen yang digunakan untuk variable ini 

menggunakan 16 item pertanyaan yang dikembang-

kan oleh Spector (1998) dengan menggunakan skala 

Likert antara dari skor 1 sampai dengan 7. 

Desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah seberapa jauh manajer 

yang lebih tinggi memberikan wewenang kepada 

manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan 

secara independen (Miah dan Mia, 1996). We-

wenang tersebut berkaitan dengan penganggaran 

dan pengambilan keputusan dalam masalah ke-

uangan, operasional, peningkatan mutu pegawai, 

pengalihan/alokasi rekening maupun alokasi sum-

ber daya manusia. Instrumen untuk mengukur 

variabel ini menggunakan 5 item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Gordon dan Narayanan (1984) 

menggunakan skala Likert tujuh poin dari 1 yang 

berarti pendelegasian wewenang sangat kecil, 

sampai dengan 7 yang berarti pendelegasian wewe-

nang sangat besar. 

Partisipasi Penganggaran. Partisipasi peng-

anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh 

para individu dalam proses penyusunan anggaran 

(Brownel, 1982b). Variabel ini diukur dengan 

mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh 

Milani (1975) yang terdiri dari 6 item pertanyaan. 

Instrumen penelitian ini telah banyak digunakan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

tingkat validitas dan reliabilitas yang memuaskan 

(Brownell dan McLnnes 1986, Mia 1988, Riyadi 

1997). Para responden diminta untuk menjawab 

tingkat responnya pada 7 poin skala Likert yang 

berkisar antara 1 (partisipasi yang rendah) sampai 

dengan 7 (partisipasi yang tinggi). 

Kinerja Manajerial Aparat Pemeritah 

Daerah. Kinerja manajerial dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai kinerja aparat pemerintah 

daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ma-

najerial, antara lain perencanaan, investigasi, peng-

koordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, 

negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. 

Pengukuran variabel kinerja manajerial ini meng-

gunakan instrumen terdiri dari 9 item pertanyaan 

yang dikembangkan oleh oleh Mahoney et.al. (1965), 

dengan menggunakan skala Likert dari 1 (kinerja 

sangat rendah) sampai dengan 7 (kinerja sangat tinggi). 

Keunggulan instrumen kinerja manajerial yang 

dikembangkan oleh Mahoney et.al. (1965) menurut 

Govindarajan (1986) adalah memiliki validitas dan 

reliabilitas yang memuaskan dan mengungkapkan 

dimensi-dimensi kinerja manajer secara realistis dan 

menghilangkan masalah-masalah yang melekat 

pada pengukuran multidimensional. 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan meng-

gunakan kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan tentang masalah pada suatu 

bidang yang ingin diteliti. Adapun pendistribusian 

kuesioner kepada responden dilakukan dengan 

diantar langsung kepada responden yang dipilih, 

dan setelah kuesioner diisi diambil langsung ke 

masing-masing SKPD. 

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan pemodelan persamaan Structural 

Equation Modeling (SEM). Terdapat dua persa-

maan yang dibangun, yaitu persamaan-persamaan 

struktur (Structural Equations) yang dirumuskan 

untuk menyatakan hubungan kausalitas antar ber-

bagai konstruk, dan persamaan spesifikasi model 

pengukuran (measurement model). Hasil dari kedua 

langkah tesebut pada penelitian ini adalah: 

PP  = β1SK + β2KAP + β3LOC + β4DES +  

 Z1……………………………...(1)  

KM  = β1SK+ β2KAP + β3LOC + β4DES +  

 β5PP + Z2 ……...…………….(2) 
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Keterangan: 

SK : Sikap Kerja (Work Attitude)  

KAP : Kebutuhan Akan Prestasi (Need for  Achievement)  

LOC : Locus of Control 

DES : Desentralisasi (Dezentralization)  

PP : Partisipasi Penggangaran (Budgetary  

Participation) 

KM : Kinerja manajerial aparat Pemerintah  

daerah (Managerial Performance) 

β1- β5 : Regression Weight 

Z1-Z2 : Disturbance Term 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji Kualitas Data 

Pengujian validitas dilakukan dengan uji 

korelasional antara skor masing-masing butir 

dengan skor total (Pearson Correlation) menun-

jukkan korelasi yang positif dan tingkat signifikan 

pada level 0,05. Dari hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa seluruh pertanyaan yang mengukur konstruk 

variabel sikap kerja, kebutuhan akan prestasi, 

desentralisasi, partisipasi penganggaran, dan kinerja 

manajerial aparat pemerintah daerah dapat 

dikatakan valid. Pada instrumen variabel locus of 

control ditemukan 4 item pertanyaan yang tidak 

valid, yaitu item nomor 20, 21, 23, dan 34. Item-

item yang tidak valid tersebut tidak diikutkan dalam 

analisis data lebih lanjut. Hasil dan validitas 

disajikan pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas 

No Variabel 
Banyak 

item 

Kisaran 

Korelasi 
Signifikansi Keterangan

1 Sikap Kerja (SK) 12 0,381 – 0,775 < 0,05 Valid 

2 
Kebutuhan Akan Prestasi 

(KAP) 

7 0,340 – 0,775 < 0,05 Valid 

3 Locus of Control (LOC) 12 0,192 – 0,670 < 0,05 Valid 

4 Desentralisasi (DES) 5 0,738 – 0,868 < 0,05 Valid 

5 Partisipasi Penganggaran 

(PP) 

6 0,802 – 0,911 < 0,05 Valid 

6 Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Daerah (KM) 

9 0,756 - 0,862 < 0,05 Valid 

      

Pada uji reliabilitas, konsistensi internal 

koefisien Cronbach’s Alpha menunjukkan tidak ada 

koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60 

(Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006). Hasil uji 

reliabilitas disajikan pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 

Nilai  

Cronbach Alpha Keterangan 

1 Sikap Kerja (SK) 0,825 Reliabel 

2 Kebutuhan Akan Prestasi (KAP) 0,744 Reliabel 

3 Locus of Control (LOC) 0,658 Reliabel 

4 Desentralisasi (DES) 0,871 Reliabel 

5 Partisipasi Penganggaran (PP) 0,945 Reliabel 

6 
Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Daerah (KM) 
0,934 Reliabel 
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Deskripsi Variabel 

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

No Variabel 

Teoritis Sesungguhnya 

Kisaran Mean Kisaran Mean 

1 Sikap Kerja (SK) 12-84 48 44-78 64,74 

2 Kebutuhan Akan Prestasi (KAP) 7-49 28 24-47 40,06 

3 Locus of Control (LOC) 12-84 48 37-80 55,77 

4 Desentralisasi (DES) 5-35 20 5-35 20,01 

5 Partisipasi Penganggaran (PP) 6-42 24 6-42 29,07 

6 
Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Daerah (KM) 
9-63 36 26-63 45,10 

Pengujian Hipotesis 

Ringkasan dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

  Hipotesis Pengaruh Nilai p Keputusan 

H1 SK PP 0.886 Ditolak 

H2 SK KM 0.017 Diterima 

H3 KAP PP 0.049 Diterima 

H4 KAP KM 0.536 Ditolak 

H5 LOC PP 0.564 Ditolak 

H6 LOC KM 0.929 Ditolak 

H7 DES PP *** Diterima 

H8 DES KM *** Diterima 

H9 PP KM *** Diterima 

H10 SK,KAP, LOC,DES PP KM - Ditolak 

Pembahasan Hasil  

 
Tabel 5 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total 

Pengaruh Variabel Nilai 

Pengaruh Langsung SK PP 0,015 

KAP PP 0,227 

LOC PP  0,052 

DES PP 0,495 

SK KM 0,225 

KAP KM 0,062 

LOC KM  0,007 

DES KM 0,356 

PP KM 0,340 

Pengaruh Tidak 

langsung (Melalui 

Sikap) 

SK PP KM (0,015 x 0,340)= 0,005 

KAP PP KM (0,227 x 0,340)= 0,077 

LOC PP KM  (0,052 x 0,340)= 0,018 

DES PP KM (0,495 x 0,340)= 0,168 

Pengaruh Total SK KM (0,225 +0,0051)= 0,231 

KAP KM (0,062 +0,077)= 0,139 

LOC KM  (0,007 +0,018)= 0,054 

DES KM (0,356 +0,168)= 0,524 
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Pengaruh Langsung Sikap Kerja Terhadap 

Partisipasi Penganggaran 

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan 

hasil bahwa sikap kerja berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap partisipasi penganggaran. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sikap kerja 

cenderung tidak mempengaruhi interpretasi aparat 

pemerintah daerah atas kebijakan dan aturan dalam 

proses penyusunan anggaran. Hasil penemuan ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuen (2007), 

Din (2008) dan Hasanudin (2009) yang menyatakan 

bahwa sikap kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap partisipasi penganggaran. 

Pengaruh Langsung Sikap Kerja Terhadap 

Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah 

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil 

bahwa Sikap kerja bepengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut 

seperti yang dijelaskan oleh Riyanto (1999), bahwa 

sikap akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah 

dalam menginterpretasi kebijakan, aturan, serta gaya 

manajerial. Selain itu Randall (1990) dan Mathieu dan 

Zajac (1990) dalam Yuen (2007) menyatakan 

bahwa pada penelitian terhadap organisasi yang di-

namis menemukan sikap positif merupakan bagian 

yang penting dalam mengurangi turnover dan dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. Hasil penelitian 

ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan 

Hasanudin (2009) yang menyimpulkan bahwa sikap 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial aparat pemerintah daerah. 

Pengaruh Langsung Kebutuhan Akan Prestasi 

Terhadap Partisipasi Penganggaran 

Pengujian hipotesis ketiga menemukan hasil 

bahwa kebutuhan akan prestasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap partisipasi penganggaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Brownell dan 

McInnes (1986) yang menemukan bahwa para ma-

najer membutuhkan motivasi untuk bekerja secara 

lebih baik dalam kegiatan penganggaran, selain itu, 

para manajer yang mempunyai kebutuhan akan 

prestasi yang baik dan motivasi diri tertentu akan 

lebih aktif berpartisipasi dibandingkan mereka yang 

kurang memiliki kebutuhan akan prestasi. 

Pengaruh Langsung Kebutuhan Akan Prestasi 

Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah 

Daerah 

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan 

hasil bahwa kebutuhan akan prestasi tidak berpe-

ngaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Mes-

kipun tingkat kebutuhan akan prestasi pada aparat 

pemerintah daerah Kabupaten Banyumas tinggi, 

namun hal tersebut belum tentu dapat mening-

katkan kinerja manajerial secara signifikan. Hal ini 

dapat dijelaskan karena pada konteks pemerintah 

daerah berbeda dengan organisasi sektor swasta. 

Keberhasilan aparat pemerintah daerah dalam pen-

capaian prestasi tidaklah diberi penghargaan seperti 

pada organisasi sektor swasta, sehingga kebutuhan 

akan prestasi aparat pemerintah daerah tidak akan 

motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh 

karenanya dapat dipahami jika kebutuhan akan 

prestasi tidak akan memotivasi aparat pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alam 

dan Mia (2006), Din (2008), dan Hasanudin (2009) 

yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan 

langsung yang siginifikan antara kebutuhan akan 

prestasi dengan kinerja manajerial. 

Pengaruh Langsung Locus of Control Terhadap 

Partisipasi Penganggaran 

Pengujian hipotesis kelima menemukan bahwa 

locus of control tidak berpengaruh signifikan ter-

hadap partisipasi penganggaran aparat pemerintah 

daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Frucot dan 

Shearon (1991) yang mengemukan bahwa sebagian 

besar dari 83 manajer di Meksiko yang disurvei 

termasuk, memiliki locus of control internal. Hasil 

penelitian tersebut menemukan bahwa locus of 

control internal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi anggaran yang tinggi. Selain 

itu dalam penelitian Leach-López, et.al. (2008) 

yang menggunakan sampel sejumlah manajer di 

Amerika Serikat, juga menemukan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara locus of 

control dengan partisipasi penganggaran. 
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Pengaruh Langsung Locus of Control Terhadap 

Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah 

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan hasil 

bahwa locus of control tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

daerah. Penelitian ini sejalan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Leach-López, et al. (2008) yang dalam 

penelitiannya menggunakan sampel sejumlah ma-

najer di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa locus 

of control tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajer. 

Pengaruh Langsung Desentralisasi Terhadap 

Partisipasi Penganggaran 

Pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan hasil 

bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan sig-

nifikan terhadap kinerja manajerial aparat pemerin-

tah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Din 

(2008), Oktaviani (2003), dan Yuen (2007), yang 

menemukan bahwa desentralisasi berpengaruh 

positif terhadap partisipasi penganggaran. 

Pengaruh Langsung Desentralisasi Terhadap 

Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah 

Pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan 

hasil bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang, aparat 

pemerintah daerah dituntut untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap tugas-tugasnya secara keseluruhan, 

sehingga kinerjanya juga akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Syafruddin (2005) dan Bangun (2009) yang mene-

mukan bahwa struktur desentralisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

Pengaruh Langsung Partisipasi Penganggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah 

Daerah 

Pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan 

hasil bahwa partisipasi penganggaran mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial aparat pemerintah daerah. Partisipasi 

dalam penyusunan anggaran juga memungkinkan 

para manajer tingkat menengah dan bawah pada 

pemerintah daerah terdorong untuk memberikan 

informasi yang dimilikinya sehingga anggaran yang 

disusun menjadi lebih akurat. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Brownell (1982), Brownell dan McInnes 

(1986), Frucot Shearon (1991), Wagner (1994), 

Nouri dan Parker (1998), Munawar (2006), Sardjito 

dan Muthaher (2007), Din (2008) dan Hasanudin 

(2009) yang menunjukkan bahwa partisipasi 

penganggaran mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Pengaruh Tidak Langsung Sikap Kerja, 

Kebutuhan akan Prestasi, Locus of control dan 

Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial 

Aparat Pemerintah daerah jika dimediasi oleh 

Partisipasi Penganggaran 

Berikut ini disajikan hasil analisis pengaruh 

tidak langsung variabel independen (sikap kerja, 

kebutuhan akan prestasi, locus of control, dan 

desentralisasi) terhadap variabel dependen (kinerja 

manajerial) yang dimediasi oleh variabel 

intervening (partisipasi penganggaran). 

 

Tabel 6 Pengaruh Tidak Langsung SK Terhadap KM Jika Dimediasi Oleh PP 

Jalur Pengaruh Langsung 

SK PP 

Pengaruh 

Langsung 

PP KM 

Pengaruh Tdk Langsung 

SK PP KM 

 A B (a x b) 

SK PP KM 0.015 0.340 0.0051 

    

Berdasarkan Tabel 6, besarnya pengaruh tidak 

langsung sikap kerja terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah melalui partisipasi penganggaran 

sebesar 0,0051, sedangkan pengaruh langsung sikap 
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kerja terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

daerah sebesar 0,225. Pada hasil analisis sebelum-

nya diketahui bahwa sikap kerja tidak berpengaruh 

terhadap partisipasi penganggaran, namun ber-

pengaruh langsung terhadap kinerja manajerial. Hal 

ini menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran 

tidak memediasi pengaruh sikap kerja terhadap ki-

nerja manajerial. Hubungan sikap kerja dengan ki-

nerja manajerial dapat dimediasi oleh faktor lain, 

misalnya motivasi, lingkungan, serta teknologi 

(Kenis, 1979). 

Berikut ini tabel pengaruh tidak langsung 

kebutuhan akan prestasi terhadap kinerja manajerial 

aparat pemerintah daerah jika dimediasi oleh 

partisipasi penganggaran. 

Tabel 7 Pengaruh Tidak Langsung KAP Terhadap KM Jika Dimediasi Oleh PP 

Jalur Pengaruh Langsung 

KAP PP 

Pengaruh 

Langsung 

PP KM 

Pengaruh Tdk 

Langsung  

KAP PP KM 

 A B (a x b) 

KAP PP KM 0.227 0.340 0.077 
    

Berdasarkan Tabel 7., besarnya pengaruh tidak 

langsung kebutuhan akan prestasi terhadap kinerja 

manajerial aparat pemerintah daerah melalui 

partisipasi penganggaran sebesar 0,077, sedangkan 

pengaruh langsung kebutuhan akan prestasi 

terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

daerah sebesar 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa 

partisipasi penganggaran memediasi pengaruh 

kebutuhan akan prestasi terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini sesuai dengan teori penetapan 

tujuan (Locke dan Bryan (1968), bahwa individu 

memiliki kebutuhan yang dapat diingat atau 

dipikirkan sebagai outcomes tertentu atau tujuan 

(goals) yang diharapkan dapat dicapai. Setiap 

individu menginginkan pencapaian atas tujuan-

tujuan mereka sehingga mereka akan termotivasi 

untuk berusaha memperolehnya. Semakin tinggi 

komitmen yang ada pada seorang individu dalam 

mencapai tujuannya, akan mendorong individu 

tersebut untuk melakukan usaha yang semakin 

keras. Hal ini berarti bahwa aparat pemerintah 

daerah yang memilki kebutuhan akan prestasi yang 

tinggi berusaha mencari informasi yang relevan 

melalui partisipasi penganggaran dan berharap 

mendapatkan umpan balik atau penilain atas apa 

yang telah ditargetkan (evaluasi kinerja).  

Berikut ini tabel pengaruh tidak langsung 

locus of control terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah jika dimediasi oleh partisipasi 

penganggaran. 

Tabel 8 Pengaruh Tidak Langsung LOC Terhadap KM Jika Dimediasi Oleh PP 

  Jalur Pengaruh Langsung 

LOC PP 

Pengaruh 

Langsung 

PP KM 

Pengaruh Tdk 

Langsung 

LOC PP KM 

 A B (a x b) 

LOC PP KM 0.052 0.340 0.017 

    

Berdasarkan Tabel 8., besarnya pengaruh tidak 

langsung locus of control terhadap kinerja manaje-

rial aparat pemerintah daerah melalui partisipasi 

penganggaran sebesar 0,017, sedangkan pengaruh 

langsung locus of control terhadap kinerja mana-

jerial aparat pemerintah daerah sebesar 0,007. Pada 

hasil analisis sebelumnya diketahui bahwa locus of 

control tidak berpengaruh terhadap partisipasi 

penganggaran maupun kinerja manajerial. Hal ini 

menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran tidak 

memediasi pengaruh locus of control terhadap 

kinerja manajerial.  
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Pengaruh tidak langsung desentralisasi terhadap 

kinerja manajerial aparat pemerintah daerah jika 

dimediasi oleh partisipasi penganggaran 

Berikut ini tabel pengaruh tidak langsung desen-

tralisasi terhadap kinerja manajerial aparat pemerin-

tah daerah jika dimediasi oleh partisipasi peng-

anggaran. 

Tabel 9 Pengaruh Tidak Langsung DES Terhadap KM Jika Dimediasi Oleh PP 

  Jalur Pengaruh Langsung 

DES PP 

Pengaruh 

Langsung 

PP KM 

Pengaruh Tdk 

Langsung 

DES PP KM 

 A B (a x b) 

DES PP KM 0.495 0.340 0.168 

    

Berdasarkan Tabel 9, besarnya pengaruh tidak 

langsung desentralisasi terhadap kinerja manajerial 

aparat pemerintah daerah melalui partisipasi peng-

anggaran sebesar 0,168, sedangkan pengaruh langsung 

desentralisasi terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah sebesar 0,356. Hal ini menunjuk-

kan bahwa partisipasi penganggaran tidak memediasi 

pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial. 

Hal ini berbeda dengan pendapat Subramaniam, et 

al (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

desentralisasi, semakin besar pertimbangan manajer 

dalam pembuatan keputusan dan akhirnya 

meningkatkan tanggung jawab secara keseluruhan 

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kebu-

tuhan akan prestasi merupakan variabel determinan 

yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial pemerintah daerah melalui par-

tisipasi penyusunan anggaran. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan Yuen 

(2007) dan Alam dan Mia (2006). Variabel par-

tisipasi penganggaran tidak memediasi pengaruh 

sikap kerja, locus of control, dan desentralisasi terha-

dap kinerja manajerial aparat pemerintahan daerah. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian 

hipotesis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1). Sikap kerja tidak berpengaruh signifikan ter-

hadap partisipasi penganggaran, namun ber-

pengaruh positif dan signifikan secara lang-

sung terhadap kinerja manajerial aparat pe-

merintah daerah. 

2). Kebutuhan akan prestasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap partisipasi pengang-

garan, namun tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah. 

3). Locus of control tidak berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi penganggaran maupun 

kinerja manajerial aparat pemerintah daerah. 

4). Desentralisasi berpengaruh positif dan signifi-

kan terhadap partisipasi penganggaran maupun 

kinerja manajerial aparat pemerintah daerah. 

5).  Partisipasi penganggaran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja manajerial 

aparat pemerintah daerah. 

6). Partisipasi penganggaran memediasi penga-

ruh kebutuhan akan prestasi terhadap kinerja 

manajerial aparat pemerintah daerah. Partisi-

pasi penganggaran tidak memediasi pengaruh 

sikap kerja, locus of control, dan desentralisasi 

terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

daerah.  

Beberapa keterbatasan yang mungkin mem-

pengaruhi hasil dari penelitian ini yaitu: 

1). Pengumpulan data penelitian dilaksanakan 

pada momen yang kurang tepat karena pada 

saat itu proses pembuatan e-ktp sedang ber-

langsung, sehingga para pejabat SKPD yang 

menjadi responden penelitian tidak sepenuh-

nya fokus dalam mengisi kuesioner peneli-

tian. Hal tersebut memungkinkan jawaban belum 

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. 

2).  Jumlah kuesioner yang disebar dan tingkat 

pengembalian kuesioner (response rate) yang 

sangat rendah jika dibandingkan dengan 
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jumlah para pejabat SKPD di Kabupaten 

Banyumas menyebabkan sulit untuk mengge-

neralisasikan hasil penelitian pada SKPD 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. 

3). Penelitian ini hanya menerapkan metode 

survey dengan instrument berupa kuesioner, 

tidak melakukan wawancara secara langsung, 

sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya 

didasarkan pada data yang terkumpul dari 

kuesioner tersebut. 

4). Self scale rating yang digunakan pada 

pengukuran kinerja manajerial memungkin-

kan adanya kecenderungan para responden 

mengukur kinerjanya lebih tinggi daripada 

yang sesungguhnya. 
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